BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN

Menimbang

Mengingat

HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan
pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 11
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015
tentang Tata  Cara  Penganggaran, Pelaksanaan  dan
Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Bantul tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun
Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2017 Nomor 21);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah(Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU :  Mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah Tahun Anggaran 2018 kepada Kepala Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;

Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala BKAD Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Kepala OPD yang bersangkutan.

gk

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASTSEEN PEMERINTAHAN
U-b-Keépala Bagian Hukum

S

SUPARMMN, SIP. M.Hum
NIP. 1968032081992031007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

No.

Pejabat Yang Mendapat
Delegasi

Penerima Hibah

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kepala Bagian Kesejahteraan

Rakyat

PMI

o

el

kL=

KONI

KNPI
Pramuka
Hibah PAUD
Hibah SMP Swasta, MTs Swasta dan MTs
Negeri

SD Swasta, MI Swasta dan MI Negeri

Sekber Kartamantul

. PANSIMAS

. HIMMATU, Ngentak, Plebengan,

Sidomulyo, Bambanglipuro

Panti Asuhan Abdul ‘Alim
Muhammadiyah Imogiri, Pundung,
Wukirsari, Imogiri

Panti Asuhan Al Dzikro, Manggung,
Wukirsari, Imogiri

Panti Asuhan Bina Putra, Jl. Pramuka
No. 3 Klodran, Bantul

LKS Mitra Amanah, Jl. Parangtritis Km
10RT 03 Timbulharjo, Sewon

Panti Asuhan Miftahunnajah,

Jl. Ringroad Timur Wonocatur,
Banguntapan

Yayasan Bina Remaja Bantul
Yayasan Mitra Masyarakat Madani
Yayasan Keagamaan Salimah
Yayasan Al Mahali

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO




